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ABSTRACT 

  Writing this law entitled Yogyakarta Police Efforts to Tackle Crime In Using Firearms. 

The research objective of this law is to obtain data about the efforts of Yogyakarta police in 

tackling crime using a firearm and to obtain data on what are the constraints faced by the 

Yogyakarta police in tackling crime using a firearm. Writing this law using normative legal 

research methods that focus on research conducted in the form of positive legal norms 

legislation in force. As a preventive efforts undertaken Yogyakarta police in tackling crime using 

a firearm, the authors suggested that the Police Special Region of Yogyakarta is also working 

with the police in other provinces, especially in Java because in general the criminals who will 

commit crimes using firearms usually move, for example when the robbery or motor vehicle theft 

in the province of East Java and Yogyakarta Province react again to confused the police. Police 

carried out the repressive efforts of Yogyakarta to solve crimes using firearms come on right this 

moment, but also the Special Police still have to pay attention to human rights. Related internal 

constraints faced by the Police Special District permit is not a recommendation by police when 

police use in the region, the authors suggested that the Police Headquarters Police must pay 

more attention to recommendations according to population in the ID card. Related to external 

constraints, the agency dualism can give permission ownership and use of firearms that the 

Chief of Police and the Secretary of Defense, the authors suggest the Police Headquarters 

should cooperate with the Ministry of Defence to prevent the misuse of firearms. 

Keywords: police, control, firearms, crime. 
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ABABABSTSTSTRARARACTCTCT 
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Pendahuluan  

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan masyarakat seakan tidak 

mengenal batas ruang dan waktu karena selalu didukung oleh derasnya arus informasi dan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satu bukti bahwa masyarakat 

Indonesia pada zaman sekarang ini telah terpengaruh oleh kehidupan yang modern adalah 

banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki atau menggunakan senjata api guna 

kepentingan olahraga maupun pertahanan diri, baik yang diperoleh secara legal maupun illegal. 

Secara hukum kepemilikan atau penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil diperbolehkan 

(legal) asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, 

misalnya dengan adanya izin dari Kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang. Hal ini 

artinya bagi masyarakat sipil yang menggunakan atau memiliki senjata api tanpa hak/tanpa izin 

dapat dikatakan telah melanggar hukum (illegal). 

Penggunaan dan kepemilikan senjata api di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah 

"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang 

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur bahwa pihak-pihak yang tanpa 

izin atau dapat dikatakan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 

amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat yakni 

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara 

setinggi-tingginya dua puluh tahun. 

ngenal batas ruang dan waktu karena a a seseselalalaluulu dddidididukuu ung oleh derasnya arus informasi 

atnya perkembangan ilmu pppenenengetahuan serta teknologi. Salalalahahah satu bukti bahwa masyara

onesia pada zaman sssekarang ini telalaah terpengaruh oleh kehidupananan yang modern ada

yaknya Warggga a a Negara Indndndonononesesesia yanananggg memem mimmiliilikikiki aaatatt u u u mememenggunakan sess njata api g

entingan olololahraga mmmauauaupppun pertahahhanananaan ddiri, bbaik yangg dddipipiperoleh seeecacacararara legal mmaaaupun ille

ara huukukum kkkepepepemememilii ikannn ataauu penggunaan sseenjata api bagi mamasysysyarakkkatatat sssipipipililil diperrrbobb leh

gal) ) ) asalkaaannn memm mennunuhi syarat-ssyayarat yang dititentukan dalalamm peraturan n n pepp ruuundndndananang-undadadang

aaalllnya dddenenengagg n adadadana ya izin dari KKepepolisian attau pihakak--pihak lain yangg bbberweeenananangngng. Haaalll

nynynyaa a bagi mmmasyyay rakat siipipil l yayang menggggununakaan atauu mmemiliki sesenjnjatata api tanpnpnpa hahahak/k/k tatt npppaaa 

aaat dikakkatakan tttelah melanggar hukukum (i(illlleegalal). 

PePP nggugugunananaanan ddanan kkepepememilikan senjata api di Indonesia telah didiataturur ddalalamamm PPPasasasal 1 aaayayayat

dangngng-u-u-undang Darurat Republik IIndndndonononesiaaa NNNomor 12 Tahun 1951 MMMenenengggu

donnnnananantntntieeetititijdjdj elijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan UUUndndndananangg-g uuund

publikkk Indndndono esesesiaiaia DDDahahahulululuuu NoNoNomomomor 888 TaTaTahuhuhunnn 19191948 yyyananang g g mememengngngatatatururur bbbahahahwawawa pppihihihakakak p-p-pihihihakakak yyyaana g ta

 atau dapaaattt dididikakakatattakakakannn tanpnpnpaaa hak memaaasuss kkan ke e IIIndonesia, mmmemee bububuatatat, mememeneeriririmmam , menc

mperoleh, menyerahkan atau mencobaaa menyerahkhh an, menguasai, membawa, mempun

sediaan padanya atau mempunyaai ii dalam miliknya, menyimpan, mengangk

nyembunyikan, mempergunakan, atau mmmengellluuuarkan dari Indonesia sesuatu senjata 

unisi atau sesuatu bahan peledak, dapat diannnccam dengan hukuman yang sangat berat ya



Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi pada kenyataannya selalu dikaitkan 

dengan tugas dan fungsi Kepolisian yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai 

tuntutan dan harapan masyarakat  terhadap kinerja  Kepolisian yang makin meningkat dan lebih 

berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 2 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan Pasal 15 ayat (2) huruf e mengatur bahwa 

Kepolisian yang berwenang untuk memberikan izin kepemilikan dan penggunaan serta 

pengawasan terhadap senjata api bagi masyarakat sipil. 

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan menggunakan senjata api adalah faktor 

ekonomi, M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak 

orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya 

pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat, serta lapangan kerja 

dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku 

jahat. Perilaku jahat yang dimaksud seperti melakukan perampokan/pencurian dengan 

menggunakan senjata api. Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab timbulnya kejahatan 

menggunakan senjata api, adapun faktor lainnya adalah dengan maksud untuk memamerkan 

kekuataan atau sering disebut dengan aksi koboi misalnya dengan melakukan pengancaman 

menggunakan senjata api. 

Senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatanpun bervariasi sumbernya, ada 

yang memang dikuasai secara illegal misalnya dengan membeli senjata api rakitan atau secara 

legal misalnya menguasai senjata api dengan izin namun peruntukannya disalahgunakan. Alasan 

orientasi kepada masyarakat yanannggg ddilayaninya. Hal ini mmmerererupakan implementasi dari Pas

dang-undang Nomor 22 TTTahun 2002 TTTentang Kepolisian Negara aa Republik Indonesia yk

ngatur bahwa fununungsi kepooolill siiiananan adalaaah hh sasaallal h hh sssatututu fffununungsgsgsi pep merintahhananan negara di bid
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polisisisian yannng gg bebb rwwweene ang unntutuk memberikikan izin kepepemilikan dadd n pepepengngnggugg naannn s

gaawa asannn ttterererhah daaapp p senjata api bagigi mmasyarakaat sipil. 

Saaalalalah h h satuuu penyeyebabab terjadinyaya kejahhattan memennggunakan sesenjnjata apapapi adadadalalalahaa ffakakak

nnnomomomi,i  M. Harrvrvey Brenner menengagatatakan babahwhwa didi dalalam ppeerioiodde kemerosotan eekonomiii bbananan

ngg g yayy nggg tidakkk mempup nyyai kesemempapatatann untuk menccapapaiai ccita-cita sosialnya kkaarena a a langggkakaka

didididikikkan atau kareenana sssulululitititnynynyaaa memmempmpmperererolo eheheh keteramammpipipilalaannn kekkerjrjaa a yayayangngng tttepepepatat, serta lapangggananan kkk

peeendndndapapapataa an yang berkurang akan menyebabababbbkan adanya kecenderungan ke arrrahahah pppeeeril

at. PPPerererilililakakakuu u jajaj hhahattt yayayangngng ddimimakakaksususudd d seses perti mememelalalakukukukakakann pepeperararampmpmpokokokaan/p/p/penenencucucuriririananan den
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nggunakan senjata api, adapun faktor llaaainnya adadadalah dengan maksud untuk memamer

uataan atau sering disebut dengan akksksi koboi mmmisalnya dengan melakukan pengancam

nggunakan senjata api. 

Senjata api yang digunakan untuk melelelakakkuuukan kejahatanpun bervariasi sumbernya, 



utama mengapa senjata api dipilih sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena senjata api 

sangat mudah dibawa kemana-mana serta penggunaanya pun tidak terlalu sulit, disisi lain senjata 

api mempunyai kemampuan melukai atau mematikan lawan secara cepat.  

Metode

      Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan 

dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

      Sumber data dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri 

dari  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer berupa Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Darurat Nomor 

12 tahun 1951 Tentang  Mengubah Bijzondera Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan 

Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 

Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Peraturan 

Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repubik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk 

Kepentingan Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan 

Kepolisian, Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang 

tode

Jenis peneelililitian yang dididilaaakukukukkkan adddalalalahahah penenelee itititiaaannn huhuhukukukum m m normatif yaiaiaitutut  penelitian yf

kukan beeerrrfokus pppadadadaaa norma huhuhukukukumm posititif berupapaa pppere aturan ppperererununundang-uuundnn angan 

kukan n n dengggananan cccararara meeemmpm elelaja ari peraturan pperundang-undaangn anann sertaaa perereratataturan lllaia n y

kait t t dengannn pppererermasaaallalahan yang ddititeliti. 

Suuumbmbmbeeer datatata dadalalam penelitian hhuukum nnorrmatif f dadata berupa datata ssekekuuunder,r,r, yyyaang terrraa

i  bbab han hukukukum primer, babahahan n hukumm ses kkunndeer ddan bahahanan hhukum tersiererr. Bahan huhuhukkk

mmmererer berrrupuu a UUnUndang-undang Dasar ReRepup blblik Indononesiaia 11945, Undang-undanggg Darurururat NNNooomk

tahahahununun 1951 TTeTentn ang g MMMenenengugugubbbah BiBiBijzjzjzononondera Straafbfbfbeeepalingennn (S(S(STBTBT L. 194488 8 NNNomor 171717)))

dangngng-u-uunndn ang  Nomor 8 Tahun 1948, UUUndndndaana g-undang Nomor 2 Tahun 20022 2 TeTeTent

polisisisiananan NNNegee arararaaa ReRR pupp blik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengggganti Unddananangg-g-unnndadadangngng (((Per

mor 2000 TTTahahahun 1960 Teeentntntananangg Kewenangngngananan PPPerereriiizinan yyyannnggg dididibeb rikan Menununurururut t t Peratu

undang-undangngngananan MMMenenengenai Senjata ApApApi, Peraaattturan Kepala KKKepepepolololisisisiaiaiannn NNNegara Repu

onesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentangg Pengawasssan dan Pengendalian Senjata Api Un

pentingan Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor PPPolisi 4 Tahun 2007 Tentang Tata C

meriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjnjnjata Api Organik Kepolisian Negara Repub

onesia dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indone



Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Peraturan Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan 

dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil 

penelitiaan, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary. 

      Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, 

yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada narasumber yaitu AKBP Beja, SH selaku Kabag binopsnal Kriminal 

Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok 

pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas 

permasalahan yang diteliti. 

      Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode 

kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolahan data 

secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan 

narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahahatan Menggunakan Senjata Api. Dalam penarikan 

kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang 

diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus guna menjawab pertanyaan tentang permasalahan upaya dan kendala apa saja 

ntara Nasional Indonesia. Bahannn huhuhukum sekunder yang dddigigigunu akan dalam penulisan ini ada

upa fakta hukum, doktttriririn, asas-asas hhhukum, pendapat hukum dddalalalam literatur, jurnal, h

elitiaan, dokummenenen, surat kakk bababar,r,r, interrrnenenettt dadadann mamamajajaalllah h h ilili miah yang bebeberhubungan den

salah yang ddditeliti. Bahahahan hukukukum tersiererer yyyananangg g dididigugugunakan daaalalalam peeennunulisan huukukk m ini ada

mus Bessas r Bahaaasasasa IIIndndndonesiaiaia dddan Black’s Laww Dictionary. 

Pengumumumpupupulan dadadata dalam penenulisan hukuumm ini dilakuukak n dengan cccaraa a stststudududi ii kekk pustttakaa a

tuuu denggananan mmmemmppepelajari bahan hukkumum primeer dan sekkununder serta bar han hhhukum mm tetetersrsrsier yyy

kkkaiaiitatt n dededennngannn permasalalahahan n yang dditi eleliti dann wawawwancara dedengngaan mengaajjuj kan nn pppertanananyy

aararara lananangsung kepada narasumbeberr yayaititu u AKAKBPP BeBejaja, SHSH selaku Kabag binonopsnal KKKrimmm

umumum Kepolololisisisiaaan n DaDaererahah IIststimewa Yogyakarta, dengan terlebih ddahahululuu memenynyyusussuunu  intii i popopo

tannnyayayaaanan, sehingga pertanyaan yang diajujujukakakan dadadapapapattt terarah dan memberikan penjelalalasasasannn a

masssalalalahahhannn yyyang diteliti. 

Penununulililis s s dalam peneeelililitititiananan ini menggggggunununakakakaaan analisis dddatatata a a secara kuaaalililitatatatititifff. Meta

litatif yaitu mmmetetetodododeee anananalalalisis data yang dddidii asarkkaaan pada pemahamamamann n dadadannn pepepengelolahan d

ara sistematis yang diperoleh melalui studi kepussstakaan dan dari hasil wawancara den

asumber sehingga didapatkan suatu gammmbaran teene tang Upaya Kepolisian Daerah Istime

gyakarta Dalam Menanggulangi Kejahahatatatan MMeM nggunakan Senjata Api. Dalam penari

impulan digunakan penalaran secara deduktif bertolak dari dataf data dan fakta y



yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan 

menggunakan senjata api. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, istilah Kepolisian dalam 

undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi, 

apabila dicermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian 

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, 

sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga 

dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa 

tugas  pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

sil dan Pembahasan 

Kepolisian Negara Repupupubbblik Indonesia 

Menurut Pasal 111 angka 1 Undangngng-undang Nomom r 2 Tahun 202020020  Tentang Kepolis

gara Republik InInIndonesia, KKKeeepopopoliiissis an aaadadadalalalahhh ses gaggalalala hhhalalal ihhhwawawall l yang berkaitititana  dengan fun

lembaga.a.a. Polisi sesesesususuaaai dengannn ppperer taturan pperundadangngg-u-u-undn angan,,, iiistststilililahaa  Kepoloo isian da

dang-uuunnndang gg teteersrsrsebebebut mmmenenengaandn ung dua penggeertian, yakni funungssii i PoPP lisisisi dddananan lllembaaagagg  Po

bilaaa dicermmmatatatii i dari ppengertian fufungn si Polisi seebagaimanaa ddisebutkan dadadalam mm PaPaPasasasal 2 Unnnda

daaang Nomomomororor 2 TTTaahahun 2002 Tentang g KKepolisiianan Negaraa RRepublik Indonesisia,a,a, funnngsgg iii KeKK poliiis

aaagagaai salllah hh satuuu fungsi peememerir ntahan nnegegara a di biddanangg pemelihararaaaann keamannanaa dddananan kkketererertii

syyyaaarakakkat, pennnegakan hukum, ppelelinindudunng, peenggaayoyomm ddan pelayan kepaaada masasasyararaa

angngngkakk n lembmbm aagaga a KeKepopolilisisianan adalah organ pemerintah yyyang gg ditetatapkpkanan ssebebagagaaai sssuuau tu lememembbb

diiibebeberiririkan kewenangan menjalankan funnngsgsgsinininyaaa bebebe drdrdasarkan peraturan perundang-unnndadadangngnga

MeMeMenununurururut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepppolololiiisiaiaian n n NNNeg

publikkk IIndndndononesesesiaiaia mmmenengagagatututurrr bababahwhwhwaaa fufungngngsisisi KKKepeppolololisisisiaiaiannn seseebababagagagai i i sasasalallah hh sasatututu fffununungsgsgsiii pepepemememerinta

ara di bibiidadad ngngng ppemmemeleleliiiharararaaaaaan keamannnanaa  dan keeetttertiban mmasasasyayayaraakakakattt, pppeeenegegegaaka an huku

ndung, pengayom dan pelayan kepadaaa masyarakkkat. Selanjutnya dalam Pasal 13 Unda

dang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepopopolisian Neeegara Republik Indonesia disebutkan bah

as  pokok Kepolisian Negara Republik Indddonoo esiaaa adalah memelihara keamanan dan keterti

syarakat, menegakkan hukum dan memberiririkkak n perlindungan, pengayoman dan pelaya



Mengenai kewenangan umum yang dimiliki Polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 ayat (1) 

mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 

umum 

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa; 

5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka 

pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 

10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; 

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan 

masyarakat; 

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, 

kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

14 Kepolisian Negara Republik k k InInIndonesia secara umum bebeberwenang: 

Menerima laporan dan/a/a/atttau pengaduan;nn  

Membantu menyeyeyelesaikan ppperrrseseselill sihann n wawawargrgrgaa mamamasysysyarrrakakakatatat yyyang dapat meeengnngganggu keterti

umum 

Mencegegegah dann mmmenenenanananggulllananangi tumbuhnya peenyakit masyarakakakat;t;t; 

Mennngawasi ii alalaliririran yyyaang dapaat t menimbulkaann perpecahann atau meengngngancaaam mm pepp rsatuauauan 

kekeesatuannn bbbananangsa;a;a; 

MMMenggeleleluauauarkannn peratururanan Kepolisian dadalal m llinggkupp kekewwenangan admdmininistratattifii KKepepepolololisii ian;n; 

MeMM lalalaksanakaanan pemeriksaan kkhuhususus seebabagagai babaggianan dararii titindndakan Kepolisiaaan dalam mm raaannn

pepepencegahahahan;

MeMeMelalaakukan tinddakakanan pppererertatatamamama ddii teteempmpmpata kkkejejejadian;n;n; 

Meeengngngamamambil sidik jari dan identitas lainnya seertrtr a memotret seseorang; 

Mencncncararari i i kekeketeteterarar ngananan dddananan bbbarararanang g g bbubuktktkti;i;i; 

Menyelllenenenggggggarararakaa an pppusususatatat iiinnfnformrmrmaaasiii krkrkrimi inalalal nnnaaasionaaal;l;l; 

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat kkketerangagagan yang diperlukan dalam rangka pelaya

masyarakat; 

Memberikan bantuan pengamanan dalalalam sidadaang dan pelaksanaan putusan pengadi

kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarrarakakakat; 



Pada Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang 

jasa pengamanan; 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas 

pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian; 

h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas 

kejahatan internasional; 

i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional; 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian. 

Kewenangan Polri dibidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa 

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang 

proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: 

Memberikan izin dan mengawasi kekeegigigiatatatananan kekekerararamaian umum dan kegiatan masyara

lainnya;

Menyelenggarakan rrregegegistrasi dan idennntttifikasi kendaraana  bermotor; 

Memberikan ssuuru at izin mengngngemememudududi kendndndarararaaaaaan n beeermmmotototorror; 

Menerimaaa pembeririritatatahuhuhuaaan tentangngng kkkegegiai tan poolitik; 

Membmbberikanann izizizin n n dadadan mememellalakukukak n pengawasann senjata api, bahahan pppelee edakakak, dadadan n n senjattta aa tajam

Meeemberikkkananan iiizin oopoperasional dadan melakukaann pengawassanan terhadap babb dannn usususahahaha di bbbid

jaaasa pennngagagamamm naaan;n; 

MeMeMembbberrikikikan petunjuk,k mmene didik, ddanan mmellatihh apaparat Kepepololisisiian khusssus dddanaa ppetee uu

pepepengggamaa anan swakarsa dalam biidadangng ttekeknin s Keeppolilisiianan;

MeMeMelall kukakakan n n kkekerjrjaa sasamama ddenengag n Kepopp lisian negara lain dalam m memenynyididikik ddananan mmmembebeberararan

keeejaaahahahatan internasional; 

Meeelalalakukukukakaan n n pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berradadada ddidi wwwila

Indonenenesisisia a a dededengngngananan kkkoooordrdrdinninasasasi ii inininstststananansisi ttterererkakakaititit;;

Mewakiliii pppememmerererininintatatahhh RRRepupupublblblik Indonesssiaii  dalam OrOrOrganisasi KKKepepepoloo isii iaiaiannn InInInteteterrrnasasasioioional; 

Melaksanakan kewenangan lain yang teeermr asuk dalalalam lingkup tugas Kepolisian. 

Kewenangan Polri dibidang proses pppidana diatatatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-und

mor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NeNeNegaarrra Republik Indonesia yang mengatur bah

am rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bid



a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal 

diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat 

pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau 

menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta 

menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut 

umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

B. Kejahatan Mengunakan Senjata Api 

Menurut Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau 

perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan 

sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa itu 

perbuatan jahat. Perilaku manusia yang jahat ditandai dengan mengakibatkan kerugian-kerugian 

Membawa dan menghadapkan ooorararang kepada penyidik dddalalalamaam rangka penyidikan;

Menyuruh berhenti orananang yang dicurrrigii ai dan menanyakan serta mmmemeriksa tanda penge

diri;

Melakukan n n ppemeriksssaaaa n dan nn ppenyitaan n sususurararat;t;t; 

Memanngn gil orananangg unununttut k didididededengar dan diperiksk a sebagai tersanngkgkgka atauauu ssakakaksiss ; 

Mennndatangkgkkanann ooorangngng ahli yangg ddiperlukan daallam hubungannnnya denggananan pemmmerererikikiksaan peree ka

MMMengadddakakakananan pennnghg entian penyididikakan;

MMMenyyyerererahahahkan bbberkass ppererkara kepadaa pepenunttut umum;m; 

MeMM nngngajukan ppermintaan secaarara llanangsg unng kekepaadada ppejababatt imimigigrasi yang berwwwenang diii temememe

pepepemeriksksksaan imigrasi dalam keaeadadaanan mendesak k atatauau mendadak untuk mencncncegahah a

mememenananangkal orang g yayangngng dddisisisananangkggkaa mememelalalakukakakan tinddakakak pppidididananana;a; 

Meeembmbmberereri i petunjuk dan bantuan penyidikaan nn kepada penyidik pegawai negeriii sssipipipilll s

meneeeriririmamama hhhasasasill penenenyiyiyidididikakakannn pepep nynyyiidididikkk pepepegagg wai negegegeririri sssipipipilil untntt kukuk dddisisiserererahahahkkkan kekekepapapadadada pppenuntttt

umum; dadadan nn mememengggadakakakananan tttininindaaakakakannn lalalaininin menurururututut hukumumum yananang g g bebertrtrtanananggggggung gg jajajawawawabb.b  

Kejahatan Mengunakan Senjata AAApi 

Menurut Prof. Dr. Soedjono Dirdjjjosoo isworo kkkejahatan itu adalah suatu perbuatan ae

ilaku manusia yang melanggar norma huukkuk m pipipidana, terutama yang telah diundangkan 

agai materi studinya bisa yang belum diiitututuangkan sebagai kejahatan namun terasa 



material maupun non material dan membawa korban baik individual, kelompok maupun aparatur 

pemerintahan oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau tanggulangi 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, 

senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai 

komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang 

dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. 

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh 

melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan  izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri 

Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri. 

Jenis-jenis kejahatan menggunakan senjata api pada umunya yaitu pembunuhan, 

perampokan, curanmor, kejahatan Narkotika dan Psikotropika, penganiyayaan, pengancaman, 

terorisme ataupun tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba 

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api. 

Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata 

api sebagai berikut: 

a. Upaya preventif yaitu lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin penggunaan 

atau kepemilkan senjata api untuk di setujui Kapolri, sering melakukan evaluasi terhadap 

kepemilikan dan penggunaan senjata api yaitu untuk aggota polisi 3 bulan sekali 

ahun 2012 Tentang Pengawasan n n dadadan Pengendalian Senjatatataaa Api Untuk Kepentingan Olahra

jata api adalah suatu alaaattt yang sebagiaaan atau seluruhnya terbuat dadadarirr  logam yang mempun

mponen atau alattt mmmekanik sssepppeeertrtrti laras,s,s, pppemememukukululul/pppelellaaatukukuk,,, triggger, pegasss, kamar peluru y

at melontarararkkkan anakakak pelurururuu atau gggasasas mmmeeelalalalululuii i laras dededennngan bbbana tuan bbbahaa an peled

pemilikakakan dan pepepengngnggugugunaannan ssenjata api oleh h masyarakat sipililil dddi Indododonenenesisisia dapat tt dipero

alui ii izin KKKepepepolololisian n n melalui KaK polri dan iizin Kementtererian Pertttahahahanann mmmelalui MMMen

tahahahanan bbbaiaiaik kk untuuuk k kepentingan ololahahraga dann ppengamananann diri.

Jenininis-s-s-jejj nisss kejahahatatan menggunnakkan ssennjata appi pada umumunynya yaaaitii u pepepembmbmbunnuhuhh

aaammpmpooko an, currar nmor, kejahatatan n NaNarkottiki a a ddann PsPsikikotroropipikaka, penganiyayaannn, pengannncamamam

orrrissmsme atata aupupuun tanppa hak memamasusukkk an ke Indodonenesisia,, membuat, meneeerimaaa, mencncnc

mppperereroloo eh, menyererahahkakakan nn atatatauauau mmenenencococoba mmmenyerararahhkhkananan, memengngnguauauasasasaii,i mmemembbawa, mempmpmpuuun

sedddiaiaiaananan padanya atau mempunyai dadadallam miliknya, menyimpan, mmmennngagagannngk

nyemmmbububunynynyikikikananan, ,, meempmpmpererergugugunananakakan,n,, aaatatatauu u mememengeluarkananan dddarararii InIndodonenenesisisiaaa sesesessusu tatatu seseenjnjnjatatata a a apapapiii. 

simpulan

Upaya yang dilakukan Polda DIY daala am menannnggulangi kejahatan menggunakan senj

api sebagai berikut: 

a. Upaya preventif yaitu lebih selektif dddalaa aaammm memberikan rekomendasi izin penggun



sedangkan untuk masyarakat sipil 6 bulan sekali, penggunaan senjata api oleh Kepolisian 

harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, melakukan 

razia-razia di tempat hiburan malam dan di tempat-tempat datang dan perginya orang 

misalnya bandara serta tempat-tempat pembuatan senapan angin, upaya preventif yang 

terakhir adalah melakukan sosialisasi terkait kepemilikan ataupun penggunaan senjata api 

oleh masyarakat sipil. 

b. Upaya represif yaitu melakukan segala tindakan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

wewenang Kepolisian berdasarkan hukum yang yang berlaku seperti menerima 

pengaduan atau laporan maupun dari masyarkat terkait kejahatan menggunakan senjata 

api maupun dalam hal tertangkap tangan, lalu kami melakukan penyelidikan dan 

penyidikan, apabila dipandang perlu kami akan melakukan penyitaan atau penggeledahan 

rumah atau penggeledahan badan dan apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan Kepolisian akan melakukan penangkapan 

dan mungkin bisa saja dilanjutkan dengan penahanan. Polisi dapat menggunakan 

kekuatan dengan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan apabila diperlukan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, 

apabila yang melakukan kejahatan menggunakan senjata api adalah anggota Kepolisian 

maka  selain sanksi pidana akan diikuti juga dengan sanksi etik berdasarkan Kode Etik 

Kepolisian, apabila yang terbukti melakukan kejahatan tersebut adalah masyarakat sipil 

dengan menggunakan senjata api yang legal maka akan diikuti juga dengan pencabutan 

izin yang dipergunakan sedangkan jika pelaku kejahatan diduga adalah anggota TNI, 

razia-razia di tempat hiburararannn malam dan di tempat-t-t-tetet mpat datang dan perginya or

misalnya bandara ssseeerta tempat-tempmm at pembuatan senapan aaangngngin,m upaya preventif y

terakhir adalalalahhh melakuuukakk n nn sosososialisaaasiii teeerrkr aia tt t kekekepepepemimimilililikakk n ataupun peengngnggunaan senjata

oleh maasasyarakat sisisipipp l. 

b. Upppaaya a reprprpresese ififif yyyaituu mmmelakukan segalala tindakan sesuauauai ii dengngngananan tttugas, fufufungsi 

wwwewenaaanngng Kepppoololisian beberdr asarkan huhukkum yang yyang berlrlrlakaa u sesesepepeperti meeener

pengnggadadaduauu n atatatau laporan mauupupun dari mmasyarkat teterkrkait kejahatan mmmenggggugugunananakakakan seeenj

apppiii mmam upuunu  dalalamam hal tertanggkakap taanggan, lalalulu kami meelalakukukan ppep nyyeeelidididikii ann 

pppenyidikaana , apabila dipandndanangg pep rlluu kakammi aakkann mellakakukukaan penyitaan ataauuu penggeeellledadada

rumamamah atttaau penggggeledahan bbadadanan dan apabilaa ttererdadapap t cukup p bukti guuuna kkkepenttit nnn

pepepenyidikan atatauu pepepenunununtntntutututanan dddaaann n ataa auuu ppperadilllaanan KKKepepepoloolisisiaiaannn akakakananan mmmelelakakukan penananangkgkgka

dadadan n mungkin bisa saja dilanjutkan dededengan penahanan. Polisi dapat mmmeenengggggguuuna

kekekekukukuatatatananan dengaggann n sesesenjnjnjatatataa apappii unununtututuk kk melumpppuhuhuhkakakannn pepep lalakkuu kkkejejejahahahatatataaan apapapabibibilalala ddd pipiperlu

sebaaagagagaimimimananana diatatatururur dddaalamamm PPPererratataturu an KKKepepepala KKKeeepolololisisisian NeNeNegagagara Repepepububublililikkk Indonea

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penenenggunaaaaan n Kekuatan Dalam Tindakan Kepolis

apabila yang melakukan kejahatan menggunakkkan senjata api adalah anggota Kepolis

maka  selain sanksi pidana akan diikkkuti juggaa a dengan sanksi etik berdasarkan Kode E

Kepolisian, apabila yang terbukti melaaakukuk kkkan kejahatan tersebut adalah masyarakat s



maka dalam proses hukumnya Kepolisian akan melibatkan pihak TNI dalam proses 

hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api ternyata memiliki 

kendala yang bersifat internal dan eksternal. Kendala yang bersifat internal seperti izin 

kepemilikan dan penggunaan senjata api ada pada Mabes Polri, bukan Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta serta banyak masyarakat  sipil yang mempunyai kartu tanda penduduk 

yang berdomisili di Yogyakarta, namun mengurus izin penggunaan atau kepemilikan senjata 

apinya langsung ke Mabes Polri. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta  adalah kepemilikan dan penggunaan senjata api illegal/rakitan karena 

senjata ini tidak terdaftar di Kepolisian. Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran 

senjata api melalui jalur darat lebih susah, berbeda dengan di bandara sudah ada alat 

pendeteksi logam (Metal Detector). Adanya dualisme instansi yang berwenang memberikan 

izin terkait penggunaan atau kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, yaitu Kepolisian 

dan Kementerian Pertahanan yang dapat menghalangi kinerja Kepolisian dalam mengontrol 

peredaran senjata api karena pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kepolisian, 

Kepolisianlah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat apabila terjadi 

kejahatan menggunakan senjata api. 
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